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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik advokasi yang
dilakukan paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Kota
Semarang dalam konteks penataan ruang. Meskipun penataan PKL telah diatur
melalui kebijakan formal seperti Peraturan Daerah dan Surat Keputusan lokasi,
dalam praktiknya terdapat dinamika relasi antara paguyuban dan pemerintah yang
tidak sepenuhnya berlangsung melalui mekanisme formal. Penelitian ini
memposisikan advokasi bukan sekadar sebagai penyampaian aspirasi, melainkan
sebagai strategi kekuasaan yang dijalankan dalam arena politik informal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus paguyuban
dan pihak terkait, observasi lapangan, serta dokumentasi kebijakan, kemudian
dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paguyuban PKL memanfaatkan
kapital sosial berupa jaringan relasi dengan aparat dan aktor birokrasi, serta kapital
ekonomi yang bersumber dari kontribusi aktivitas ekonomi kawasan, sebagai
instrumen dalam proses negosiasi penataan ruang. Praktik advokasi berlangsung
melalui komunikasi informal, negosiasi, dan diskresi implementasi kebijakan.
Dalam konteks tersebut, advokasi berfungsi sebagai mekanisme produksi dan
reproduksi kekuasaan dalam pengelolaan akses ruang. Implikasinya, ruang publik
yang secara normatif bersifat public goods mengalami pergeseran menuju
karakteristik club goods, di mana akses dan pengelolaannya dimediasi serta
dikontrol melalui struktur paguyuban dan relasi kuasa yang terbangun.

Kata kunci: advokasi kelompok kepentingan, politik informal, paguyuban PKL,
penataan ruang, club goods.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the advocacy practices carried out by the street
vendors’association (Paguyuban PKL) in the Simpang Lima area of Semarang City
within the context of urban spatial regulation. Although the arrangement of street
vendors has been formally regulated through local government policies and
designated location decrees, empirical findings reveal that the implementation
process involves informal interactions between the association and state actors.
This research positions advocacy not merely as an articulation of interests, but as
a strategy of power exercised within the arena of informal politics.

This study employs a qualitative approach using a case study method. Data
were collected through in-depth interviews with association leaders and relevant
stakeholders, field observations, and document analysis of related policies. The
data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data
display, and conclusion drawing.

The findings indicate that the street vendors’ association mobilizes social
capital in the form of networks and informal relations with bureaucratic actors, as
well as economic capital derived from their contribution to local economic
activities, as instruments in negotiating spatial arrangements. Advocacy practices
primarily operate through informal communication, negotiation, and bureaucratic
discretion. In this context, advocacy functions as a mechanism for the production
and reproduction of power in managing access to urban space. Consequently,
public space, which is normatively categorized as a public good, undergoes a
transformation toward the characteristics of a club good, where access and control
are mediated by the association’s internal structure and power relations.

Keywords: interest group advocacy, informal politics, street vendors’ association,
spatial governance, club goods.



PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya
kota-kota di Indonesia, paradoks
antara tuntutan modernisasi tata ruang
dan realitas ekonomi kerakyatan
semakin terlihat. Di satu sisi,
kewajiban pemerintah kota adalah
menciptakan lingkungan publik yang
aman, indah, dan selaras dengan visi
pembangunan berbasis investasi.
Sebaliknya, ruang kota juga menjadi
tempat hidup ekonomi bagi kelompok
masyarakat yang tidak terintegrasi
sepenuhnya dalam sektor formal.
Salah satu contoh paling jelas dari
ketegangan ini adalah hubungan
antara kebijakan penataan ruang dan
keberadaan Pedagang Kaki Lima
(PKL). PKL lebih dari sekadar aktor
ekonomi marginal di perkotaan
Indonesia. Mereka termasuk dalam
struktur ekonomi informal yang
menyerap tenaga kerja, memberikan
fleksibilitas dalam distribusi barang
dan jasa, dan mendukung ekonomi
rumah tangga kelas menengah bawah.
Sektor informal malah menjadi solusi
untuk keterbatasan kapasitas sektor
formal di banyak kota, seperti

Semarang. Namun, PKL sering

dianggap sebagai masalah tata ruang,
terutama  ketika  bisnis mereka
berlangsung di lingkungan publik
yang secara normatif dirancang untuk

fungsi ekologis dan simbolik.

Kawasan Simpang Lima Kota
Semarang secara nyata
menggambarkan dialektika tersebut.
Kawasan ini ditetapkan secara resmi
sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)
dan landmark kota dengan tujuan
ekologis, sosial, dan simbolik.
Meskipun demikian, Simpang Lima
berkembang menjadi pusat ekonomi
informal terbesar di Kota Semarang,
terutama di malam hari. Aktivitas
kuliner, permainan, dan layanan
hiburan membentuk  konfigurasi
ruang yang berbeda dari desain
perencanaan formal. Pasar malam
menjadi rumah bagi ratusan bisnis
kecil, meskipun sebenarnya
dimaksudkan untuk menghindari
aktivitas ekonomi tetap. Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima dan Keputusan
Wali Kota Nomor 500.3.10/735
Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi

Tempat Usaha PKL dibuat dengan



tujuan untuk menyelaraskan fungsi
tata ruang dengan aktivitas ekonomi
informal melalui penetapan lokasi
dan pengaturan operasional. Namun,
pelaksanaan kebijakan menunjukkan

bahwa PKL masih ada di Semarang.

Satu  komponen = struktural
yang menambah kompleksitas ini
adalah kurangnya Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) yang
menyeluruh untuk wilayah Semarang
Tengah dan Semarang Selatan. RDTR
seharusnya menjadi alat teknis untuk

mengatur zonasi dari level mikro

hingga blok. Karena ketiadaan
dokumen tersebut, ada ruang
interpretasi  yang  luas  untuk

menentukan batas legalitas ruang
tersebut.  Akibatnya,

kebijakan tidak dilakukan dalam

penerapan

kerangka hitam-putih; sebaliknya, itu
dilakukan melalui jalur negosiasi.
bahwa

Prakteknya menunjukkan

pendekatan  antar-aktor  negara
berbeda-beda. Memandang lokasi di
luar ketentuan sebagai pelanggaran
yang harus ditertibkan, Satpol PP
menjalankan fungsi penegakan Perda
dengan pendekatan legalistik dan
normatif. Bahkan di wilayah yang

secara tata ruang diperdebatkan,

penarikan  retribusi menimbulkan
legitimasi administratif yang ambigu.
Sebaliknya, Dinas  Perdagangan
melihat PKL sebagai potensi ekonomi
yang harus dikelola  melalui
pendataan dan penarikan retribusi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ada
dua kebijakan yang berbeda dalam

pengelolaan ruang publik.

Tabel 1. Konfigurasi Ketegangan
untuk Kebijakan Penataan PKL di

Simpang Lima

Dimensi | Kerangk | Praktik
a Lapanga
Regulatif | n

Zonasi Mengacu | RDTR

Ruang pada belum
RTRW rinci;
dan  SK | zonasi
Wali Kota | bersifat

lentur

Legalitas | Lokasi Operasio
resmi nal
ditetapkan | meluas di
melalui zona abu-
SK abu




Penegaka | Satpol PP | Penertiba
n menegakk | n
an Perda | situasiona
1
Pengelola | Penataan | Retribusi
an berbasis tetap
Ekonomi | regulasi berjalan
Status RTH Berfungsi
Ruang sebagai ganda
public sebagai
goods ruang
ekonomi
Sumber:  Diolah  dari  temuan
penelitian
Ketidaksinkronan ini

menunjukkan bahwa pengelolaan
ruang publik Simpang Lima bukan
hanya masalah penerapan kebijakan
yang tidak efektif. Sebaliknya, ia
menunjukkan bagaimana negara dan
kelompok  kepentingan  informal
berbagi kuasa. Paguyuban PKL
Simpang Lima telah berkembang dari
komunitas ekonomi menjadi aktor
kolektif dengan struktur organisasi,

mekanisme keamanan mandiri, dan

kemampuan untuk mendukung.

Advokasi paguyuban tidak

dilakukan melalui mobilisasi agresif.

Sebaliknya, itu dilakukan melalui lobi
kuat, komunikasi informal dengan
pejabat dinas, dan negosiasi tentang
jam kerja dan dispensasi khusus.
Paguyuban menawarkan stabilitas
sosial, pengamanan wilayah, dan
ketertiban internal melalui pertukaran
politik dalam proses ini. Relasi yang
terbentuk sekarang bersifat timbal
balik dan saling membutuhkan, bukan
lagi antagonistik. Secara analitis,
praktik tersebut menunjukkan proses
konversi modal. Modal sosial, yang
terdiri dari jaringan hubungan dengan
birokrasi dan solidaritas internal
anggota, dan modal ekonomi, yang
berasal dari kontribusi retribusi dan
aktivitas komunitas, diubah menjadi
akses ke ruang usaha. Proses ini
menghasilkan legalitas de facto yang
diakui di dunia nyata, meskipun tidak
sepenuhnya tercantum dalam undang-

undang.

Dengan demikian, ruang
publik di Simpang Lima mengalami
transformasi. Secara konvensional,
ruang tersebut dianggap sebagai
barang publik yang terbuka bagi
semua orang. Namun, dalam
praktiknya, pengelolaan dan akses ke

ruang tersebut dimediasi oleh struktur



paguyuban, yang menunjukkan ciri-
ciri barang klub, di mana akses
terstruktur dan kolektif. Studi ini
mengambil posisi berbeda dengan
menempatkan ~ Paguyuban  PKL
sebagai subjek politik yang aktif
membentuk konfigurasi kebijakan

penataan ruang.

Penelitian sebelumnya

cenderung  memposisikan ~ PKL
sebagai objek kebijakan dalam
kerangka evaluasi regulasi maupun
dampak ekonomi. Penelitian ini
bertujuan untuk mempelajari
bagaimana paguyuban melakukan
advokasi dan negosiasi di tengah
ketidakpastian zonasi dan dualisme
kebijakan serta bagaimana hubungan
kuasa membentuk tata kelola ruang
publik yang negosiatif. Oleh karena
itu, penataan PKL di Simpang Lima
harus dilihat sebagai dinamika politik
informal dalam pengelolaan dan

produksi ruang kota, bukan sebagai

masalah ketertiban administratif.
KERANGKA TEORI

Kelompok Kepentingan (Interest
Group)

Dalam ilmu politik, istilah
"kelompok kepentingan" mengacu
pada bagaimana orang-orang dengan
kepentingan yang sama membentuk
organisasi  untuk = memengaruhi
kebijakan publik. Menurut Almond
dan Powell (1978), kelompok
kepentingan berfungsi sebagai cara
bagi masyarakat untuk
menyampaikan kepentingannya
kepada pemerintah. Kelompok ini
tidak duduk di jabatan pemerintahan
secara langsung, tetapi mereka
berusaha  memengaruhi  proses
pengambilan  keputusan  dengan
menggunakan berbagai strategi, baik
formal maupun informal. Secara
tipologis, kelompok kepentingan
dapat dibedakan menjadi beberapa
bentuk, antara lain:

1. Anomic group

2. Non-associational group

3. Institutional group

4. Associational group

Kelompok asosiasional
(associational ~ group)  memiliki
struktur ~ kepemimpinan,  aturan
internal, dan mekanisme representasi
yang jelas, yang menjadikannya
bentuk yang paling terorganisir.

Dalam penelitian ini, Paguyuban



Pedagang Kaki Lima Simpang Lima
dianggap sebagai kelompok
kepentingan asosiasional. Paguyuban
memiliki struktur organisasi,
kepemimpinan, dan sistem
pengaturan internal yang
memungkinkannya menyuarakan
kepentingan kolektif pedagang dalam
menghadapi  kebijakan  penataan
ruang. Teori ini digunakan untuk
menjelaskan  bagaimana kekuatan
politik kolektif dapat terbentuk dari

kepentingan ekonomi individu.
Street-Level Bureaucracy

Lipsky(1980) mengemukakan
teori bureaucracy tingkat jalan bahwa
keputusan dan kehendak birokrat
tingkat lapangan selain regulasi
formal menentukan kebijakan publik.
Birokrat yang berhubungan langsung
dengan masyarakat memiliki
kesempatan untuk menafsirkan dan
mengubah kebijakan sesuai dengan
keadaan praktis. Faktor-faktor seperti
keterbatasan sumber daya,
kompleksitas masalah sosial, dan
ambiguitas regulasi adalah penyebab
diskresi. Dalam situasi seperti itu,
birokrat sering kali membuat

keputusan pragmatis untuk

memastikan pelaksanaan kebijakan

tetap stabil dan efektif.

Dalam konteks penataan PKL
di Simpang Lima, teori ini digunakan
untuk menjelaskan adanya perbedaan
pendekatan antara Satpol PP dan
Dinas Perdagangan dalam
implementasi kebijakan. Perbedaan
tersebut menunjukkan bahwa
pelaksanaan kebijakan tidak selalu
berjalan secara seragam sesuai teks
regulasi, melainkan dipengaruhi oleh

interpretasi dan diskresi aparat di

lapangan.
Politik Informal

Penelitian ini menggunakan
pendekatan politik informal karena
advokasi tidak selalu dilakukan
melalui jalur formal (seperti Rapat
Dengar  Pendapat di  Dewan
Perwakilan). Politik informal
mencakup praktik lobi, negosiasi di
belakang layar, dan perjanjian tak
tertulis antara aktor negara dan non-
negara. Kerangka kerja advokasi
kebijakan yang menekankan posisi
tawar atau kekuatan perundingan

akan digunakan untuk menganalisis

strategi advokasi paguyuban. Dalam



kasus ini, paguyuban menggunakan
"modalitas" mereka, yaitu massa,
kontribusi retribusi, dan keamanan
mandiri, untuk menekan atau
memaksa pemerintah untuk

memberikan  konsesi  kebijakan,
seperti lokasi atau jam operasional

yang lebih lama.
Praktik Sosial dan Modal

Pierre  Bourdieu  (1986)
menjelaskan bahwa dalam suatu
arena sosial (field), aktor
berkompetisi menggunakan berbagai
bentuk modal. Modal tidak terbatas
pada aspek ekonomi, tetapi juga
mencakup modal sosial dan modal

simbolik.

1. Modal ekonomi merujuk pada
sumber daya finansial atau
material.

2. Modal sosial merujuk pada
jaringan relasi, kepercayaan, dan
solidaritas yang dapat
dimobilisasi.

3. Modal simbolik merujuk pada
legitimasi,  pengakuan, dan

reputasi yang diakui oleh pihak

lain.

Dalam penelitian ini, teori

modal digunakan untuk menjelaskan

bagaimana paguyuban
mengakumulasi modal sosial melalui
jaringan relasi dengan birokrasi dan
solidaritas internal, serta modal
ekonomi melalui aktivitas kolektif
dan kontribusi retribusi. Modal
tersebut  kemudian dikonversi
menjadi daya tawar dalam proses
advokasi kebijakan penataan ruang.
Teori ini membantu menjelaskan
bagaimana sumber daya non-formal
dapat menghasilkan pengaruh politik

dalam konteks kebijakan publik.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain
studi kasus. Pendekatan kualitatif
dipilih karena penelitian ini bertujuan
memahami secara mendalam

dinamika  advokasi =~ Paguyuban
Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam
konteks penataan ruang, serta relasi
kuasa yang terbentuk antara aktor
negara dan aktor non-negara. Studi
kasus digunakan untuk
mengeksplorasi  fenomena secara
kontekstual dan komprehensif dalam
satu lokasi spesifik, yaitu kawasan
Simpang Lima Kota Semarang.

Desain ini memungkinkan peneliti



menangkap praktik advokasi,
negosiasi, serta interaksi informal
yang tidak sepenuhnya tercermin

dalam dokumen kebijakan formal.

Penelitian dilaksanakan di
kawasan Simpang Lima, Kota
Semarang. Lokasi ini dipilih karena
merupakan pusat aktivitas PKL
terbesar di kota sekaligus kawasan
yang secara normatif dirancang
sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)
dan landmark kota. Simpang Lima
menjadi ruang yang memperlihatkan
secara jelas ketegangan antara fungsi
tata ruang formal dan praktik
ekonomi informal. Selain di lapangan
kawasan Simpang Lima, penelitian
juga melibatkan instansi pemerintah
terkait, seperti Dinas Perdagangan,
Satpol PP, serta BAPPEDA/Dinas

Tata Ruang Kota Semarang yang

memiliki kewenangan dalam
perencanaan  dan  implementasi
kebijakan penataan PKL.

Informan penelitian dipilih
secara purposive, yaitu berdasarkan
pertimbangan bahwa mereka
memiliki pengetahuan dan
keterlibatan langsung dalam proses

penataan PKL di Simpang Lima.

Informan utama dalam penelitian ini

meliputi:

1. Ketua Paguyuban PKL Simpang
Lima

2. Anggota Paguyuban PKL

3. Pejabat Dinas Perdagangan Kota
Semarang

4. Aparat Satpol PP Kota Semarang

5. Perwakilan BAPPEDA/Dinas
Tata Ruang
Pemilihan informan tersebut

bertujuan memperoleh perspektif dari
aktor negara dan aktor non-negara
secara seimbang, sehingga dapat
menggambarkan dinamika advokasi
dan implementasi kebijakan secara

komprehensif
Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh

melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-
terstruktur untuk menggali informasi
mengenai praktik advokasi
paguyuban, pola komunikasi dengan
pemerintah, serta  implementasi
kebijakan penataan PKL. Teknik ini
memungkinkan peneliti memperoleh
narasi langsung dari para aktor yang

terlibat.



2. Observasi
Observasi dilakukan untuk
mengamati secara langsung aktivitas
PKL di kawasan Simpang Lima, pola
pengaturan lapak, interaksi antara
paguyuban dan aparat, serta dinamika
operasional di lapangan

3. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi pengumpulan
regulasi terkait, seperti Perda Nomor
3 Tahun 2018 dan Keputusan Wali
Kota Nomor 500.3.10/735 Tahun
2025, serta dokumen perencanaan tata
ruang yang relevan. Dokumen
tersebut digunakan untuk memahami

kerangka normatif kebijakan.
Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model interaktif Miles
dan Huberman (1994), yang terdiri

atas tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data
Proses seleksi, pemfokusan, dan
penyederhanaan  data  hasil
wawancara, observasi, dan
dokumentasi sesuai dengan fokus
penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyusunan data dalam bentuk

narasi sistematis untuk

mempermudah pemahaman pola

hubungan antar-aktor dan
dinamika advokasi.

3. Penarikan Kesimpulan dan
Verifikasi
Proses interpretasi data untuk
menemukan pola, hubungan, dan
makna yang relevan dengan
kerangka teori penelitian, serta
melakukan verifikasi melalui
triangulasi sumber.

Triangulasi dilakukan dengan

membandingkan  informasi  dari

berbagai informan dan dokumen

kebijakan guna memastikan validitas

data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksesuaian Kebijakan Tata

Ruang dan Praktik Lapangan

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Simpang Lima berada dalam
posisi ambivalen antara praktik
ekonomi informal praktis dan desain
normatif tata ruang. Simpang Lima
telah ditetapkan sebagai Ruang
Terbuka Hijau (RTH) oleh undang-
undang dan memiliki tujuan ekologis,
sosial, dan simbolik sebagai bagian

dari sistem ruang Kota Semarang.



Penetapan tersebut mencerminkan
orientasi kebijakan yang
menempatkan wilayah ini sebagai
representasi wajah kota yang tertib,
estetis, dan sesuai dengan prinsip
perencanaan tata ruang yang
berkelanjutan. Ruang tidak boleh
terlibat dalam aktivitas ekonomi yang
bersifat permanen atau terstruktur.
Namun, pada kenyataannya, Simpang
Lima berkembang menjadi pusat
bisnis informal terbesar di Kota
Semarang, terutama pada waktu
malam. Aktivitas Pedagang Kaki
Lima (PKL) tidak hanya bersifat
sporadis atau temporer; sebaliknya,
mereka membentuk pola operasional
yang sistematis dan berulang.
Keberadaan ratusan pedagang yang
bekerja secara kolektif menunjukkan
bahwa ruang kota dibuat oleh praktik
sosial yang terus-menerus dan
undang-undang formal.

Pelanggaran administratif
tidak dapat direduksi menjadi
ketidaksesuaian antara kebijakan dan
praktik tersebut. Studi menunjukkan
bahwa ada kekosongan teknis dalam
pengaturan zonasi mikro karena

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

yang belum dibuat secara menyeluruh

di wilayah Semarang Tengah dan
Semarang Selatan. RDTR seharusnya
menjadi alat operasional untuk
mengatur batas penggunaan ruang
hingga tingkat blok atau koordinat
spasial. Dengan adanya alat ini, batas-
batas legalitas menjadi lebih fleksibel,
yang memungkinkan interpretasi
dalam  implementasi  kebijakan.
Dalam situasi seperti ini, legalitas
berada dalam ruang lingkup toleransi
administratif yang disepakati, dan
tidak lagi bergantung pada perbedaan
antara '"legal" dan "ilegal". Oleh
karena itu, ketidaksesuaian tata ruang
di Simpang Lima dapat dipahami
sebagai akibat dari kompleksitas tata
kelola ruang perkotaan yang
melibatkan hubungan antara standar

hukum, prosedur birokrasi, dan

tuntutan ekonomi masyarakat.

Dinamika Implementasi Antar-

Instansi

Ketidaksinkronan antara kebijakan
dan praktik lapangan diperkuat oleh
dinamika implementasi yang tidak
seragam antar-instansi pemerintah
kota. Penelitian menunjukkan bahwa
Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan

BAPPEDA/Distaru memiliki



orientasi kebijakan yang berbeda
dalam menangani PKL di kawasan
Simpang Lima. Perbedaan orientasi
ini bukan sekadar pembagian tugas
administratif, tetapi memengaruhi
secara langsung pola operasional dan
keberlangsungan  aktivitas PKL.
Perbedaan pendekatan tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. Perbedaan Pendekatan

Antar-Instansi dalam Penataan

PKL Simpang Lima
Instansi Orient | Praktik
asi Impleme

Kebija | ntasi di
kan Lapanga

n

Satpol PP Penega | Penertiba
kan n

Perda berbasis
dan regulasi
ketertib | dan

an interpreta

umum sl norma

Dinas Pengelo | Pendataa
Perdagangan | laan n,
dan pembina

pembin | an, dan
aan penarika

PKL

n
retribusi

BAPPEDA/ | Konsist | Penekana

Distaru ensi n pada
RTRW | kesesuaia
dan n tata
fungsi | ruang

RTH

Sumber: Hasil Wawancara dengan
Satpol-PP,  Dinas  Perdagangan,
BAPPEDA, Dinas Penataan Ruang

Tabel tersebut menunjukkan
bahwa negara tidak hadir sebagai
entitas yang sepenuhnya homogen
dalam  implementasi  kebijakan.
Satpol PP cenderung memandang
keberadaan PKL dalam kerangka
ketertiban dan kepatuhan terhadap
regulasi. Sebaliknya, Dinas
Perdagangan memposisikan PKL
sebagai bagian dari aktivitas ekonomi
yang perlu dikelola  melalui
mekanisme pendataan dan retribusi.
Sementara itu, BAPPEDA atau dinas
tata ruang tetap menekankan
pentingnya  konsistensi  terhadap
desain RTRW dan fungsi RTH
sebagai ruang publik. Perbedaan
tersebut

orientasi menghasilkan

kondisi implementasi kebijakan yang



bersifat fragmentatif. Penertiban tidak
dilakukan secara total dan permanen,
sementara pada saat yang sama
mekanisme retribusi tetap berjalan
sebagai bentuk pengakuan
administratif terhadap keberadaan

PKL. Dalam perspektif Street-Level

Bureaucracy, kondisi ini
mencerminkan  praktik  diskresi
birokrasi. Aparat di  lapangan

menyesuaikan pelaksanaan kebijakan
dengan mempertimbangkan stabilitas
sosial dan implikasi ekonomi dari
setiap tindakan. Diskresi tersebut
menjadi mekanisme adaptif dalam
mengelola ketegangan antara norma

hukum dan realitas sosial.

Peran dan Strategi Paguyuban

PKL Simpang Lima

Paguyuban PKL Simpang
Lima memainkan peran penting
dalam kebijakan yang belum pasti.
Studi menunjukkan bahwa
paguyuban memiliki struktur
organisasi yang relatif mapan, dengan
kepengurusan yang jelas, mekanisme
pengaturan  lapak, dan sistem
keamanan internal. Paguyuban dapat
membangun solidaritas sosial dan

menjaga stabilitas operasi di Simpang

Lima berkat struktur ini. Paguyuban
membantu pedagang menyampaikan
kepentingannya terhadap kebijakan
penataan  ruang. Kepemimpinan
paguyuban mewakili kepentingan
ekonomi individu. Anggota dan
pemerintah kota berbicara melalui
ketua paguyuban. Peran mediasi
menunjukkan bahwa paguyuban tidak
pasif; mereka secara aktif
membangun ruang komunikasi yang
memungkinkan negosiasi kebijakan.
Kehadiran paguyuban mengubah pola
relasi  antara  pedagang  dan
pemerintah. Jika sebelumnya

pedagang  berhadapan  langsung
secara individual dengan aparat, maka
melalui paguyuban komunikasi dan
advokasi dilakukan secara terpusat
dan terstruktur. Hal ini memperkuat
posisi tawar kolektif dalam arena

kebijakan.
Advokasi dan Negoisasi Kebijakan

Paguyuban menggunakan
strategi  advokasi  yang  tidak
konfrontatif dan berbasis komunikasi
informal. Mobilisasi konflik terbuka
tidak digunakan untuk advokasi.
dilakukan

Sebaliknya, advokasi

melalui lobi personal dan negosiasi



dengan pejabat dinas terkait, terutama
mengenai jam operasional dan
potensi  penertiban.  Pola  ini
menunjukkan bahwa  paguyuban
memilih cara untuk mempertahankan
hubungan daripada cara konfrontatif.
Dalam proses advokasi, politik
informal memainkan peran penting.
Kesepakatan yang terbentuk tidak
selalu dicatat dalam undang-undang
formal, tetapi mereka berdampak
pada praktik operasional di lapangan
secara nyata. Pemerintah kota dan
paguyuban berhubungan satu sama
lain. Grup memberikan stabilitas
sosial, pengamanan wilayah, dan
kepatuhan  anggota.  Sebaliknya,
pemerintah menghasilkan wilayah
yang kondusif dan penerimaan
retribusi yang lancar. Ini adalah
hubungan yang saling
menguntungkan yang menunjukkan
bahwa kebijakan publik di Simpang
Lima dibuat oleh praktik interaksi
informal yang berulang dan secara

hukum terinstitusionalisasi.

Konversi Modal dan Implikasi

terhadap Tata Kelola Ruang Publik

Menurut analisis, kemampuan

untuk mengelola modal sosial dan

ekonomi dalam konteks kebijakan
adalah sumber kekuatan paguyuban.
Modal  ekonomi  berasal dari
kontribusi retribusi dan aktivitas
ekonomi lokal yang menguntungkan
pemerintah daerah. Modal sosial
dibangun melalui jaringan relasi yang
kuat dengan birokrasi dan solidaritas
internal. Pengakuan informal sebagai
entitas yang memiliki kemampuan
untuk menjaga stabilitas wilayah
menghasilkan ~ modal  simbolik.
Selanjutnya, dana tersebut ditukar
menjadi akses ke ruang usaha.
Legalitas de facto adalah jenis
pengakuan administratif yang diakui
dalam praktik implementasi
kebijakan meskipun tidak
sepenuhnya diatur dalam peraturan
formal sebagai hasil dari proses
konversi ini. Negara tetap memiliki
otoritas formal, tetapi paguyuban
secara tidak langsung mengelola.
Dinamika ini menyebabkan tata
kelola ruang publik di Simpang Lima
berubah. Kawasan ini biasanya
merupakan barang publik yang
tersedia untuk semua orang. Namun,
dalam praktiknya, struktur paguyuban

dan mekanisme keanggotaan internal

memungkinkan akses ke ruang usaha.



Pergeseran ini tidak terjadi melalui
perubahan regulasi formal;
sebaliknya, itu terjadi melalui praktik
negosiasi berulang antara negara dan
kelompok kepentingan informal.
Oleh karena itu, tata kelola ruang di
Simpang Lima menunjukkan
bagaimana norma hukum, diskresi
birokrasi, dan strategi kolektif
pedagang bekerja sama untuk
mempertahankan akses ke ruang

ekonomi.
KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa
perubahan penataan Pedagang Kaki
Lima (PKL) di kawasan Simpang
Lima Kota Semarang bukan hanya
masalah pelanggaran tata ruang; itu
adalah akibat dari hubungan yang
kompleks antara desain normatif
kebijakan, prosedur implementasi
birokrasi, dan taktik advokasi kolektif
yang digunakan oleh Paguyuban
PKL. Secara hukum, Simpang Lima
ditetapkan sebagai Ruang Terbuka
Hijau (RTH) dengan tujuan ekologis
dan simbolis dalam struktur ruang
kota. Namun, dalam kenyataannya,
area tersebut telah berubah menjadi

pusat aktivitas ekonomi informal

yang teratur, terutama di malam hari.
Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh
fakta bahwa Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) yang belum dibuat
secara menyeluruh untuk wilayah
terkait. Kegagalan ini memungkinkan
interpretasi  dalam  implementasi
kebijakan  dan

memungkinkan

situasional toleransi administratif.

Implementasi kebijakan
penataan PKL juga menunjukkan
adanya fragmentasi pendekatan antar-
instansi pemerintah kota. Satpol PP
menjalankan  fungsi  penegakan
regulasi dengan orientasi ketertiban
umum, sementara Dinas Perdagangan
mengedepankan pendekatan
pengelolaan melalui pendataan dan
penarikan retribusi, dan perangkat
perencanaan tata ruang menekankan
konsistensi terhadap RTRW dan
fungsi RTH. Perbedaan orientasi
tersebut menghasilkan pola
implementasi yang tidak seragam dan
memperlihatkan ~ praktik  diskresi
birokrasi dalam menjaga
keseimbangan antara  kepatuhan
terhadap norma hukum dan stabilitas
sosial-ekonomi masyarakat. Dalam
konteks tersebut, kebijakan tidak

dijalankan secara absolut, melainkan



dalam spektrum negosiasi yang
mempertimbangkan realitas
lapangan.

Paguyuban PKL Simpang
Lima berfungsi sebagai kelompok
kepentingan asosiasional di tengah-
tengah struktur kebijakan ini. Mereka
memiliki kemampuan untuk
menggabungkan keuntungan
finansial individu dengan keuntungan
kolektif. = Paguyuban  berfungsi
sebagai wadah solidaritas dan
mediator dalam proses advokasi
kebijakan melalui struktur organisasi
yang relatif mapan, mekanisme
pengaturan  lapak, dan sistem
keamanan internal. Strategi advokasi
yang digunakan, yang bersifat non-
konfrontatif dan berbasis komunikasi
informal, memungkinkan
terbentuknya kesepakatan de facto
antara paguyuban dan pemerintah
kota terkait operasional PKL. Melalui
pengelolaan modal sosial, ekonomi,
dan simbolik, paguyuban mampu
mengonversi sumber daya yang
mereka miliki menjadi akses ke ruang
usaha. Pada akhirnya, ini
menghasilkan legalitas de facto yang
diakui dalam praktik implementasi

kebijakan meskipun tidak ada

hubungan langsung antara paguyuban
dan pemerintah
Implikasi  dari  dinamika
tersebut adalah terjadinya pergeseran
tata kelola ruang publik di Simpang
Lima. Secara normatif kawasan ini
merupakan public goods yang terbuka
bagi seluruh warga, namun dalam
praktiknya akses terhadap ruang
usaha dimediasi oleh struktur kolektif
paguyuban dan mekanisme internal
keanggotaan. Dengan demikian, tata
kelola ruang di Simpang Lima
merepresentasikan konfigurasi
negosiatif antara norma hukum,
diskresi  birokrasi, dan strategi
kolektif pedagang dalam
mempertahankan  akses terhadap
ruang ekonomi. Penelitian ini
menegaskan bahwa penataan ruang
publik dalam konteks ekonomi
informal merupakan arena relasi
kuasa yang bersifat dinamis, di mana
negara dan aktor non-negara saling
berinteraksi  dalam  membentuk
praktik kebijakan yang adaptif

terhadap kondisi  sosial-ekonomi

perkotaan.



SARAN

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa langkah-langkah strategis
diperlukan  untuk  meningkatkan
konsistensi kebijakan penataan ruang
di kawasan Simpang Lima. Langkah-
langkah ini harus mempercepat
proses penyusunan dan penetapan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
yang menyeluruh dan fungsional.
Sangat penting untuk memiliki zonasi
mikro yang jelas untuk menghindari
interpretasi yang berlebihan dalam
pelaksanaan kebijakan dan untuk
mengurangi kemungkinan
fragmentasi  antar-instansi.  Agar
implementasi kebijakan tidak berjalan
dalam orientasi yang berbeda-beda,
diperlukan mekanisme koordinasi
yang lebih  terintegrasi  untuk
memastikan sinkronisasi kebijakan
antar-perangkat  daerah, terutama

Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan

perangkat perencanaan tata ruang.

Selain itu, pemerintah daerah
harus mempertimbangkan cara yang
lebih masuk akal untuk mengelola
PKL dengan cara yang lebih terbuka
dan melibatkan semua orang dalam

proses penataan. Mereka harus

memahami bahwa organisasi kolektif
seperti Paguyuban PKL berperan
sebagai mitra dalam proses tersebut
dalam hal ini. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa paguyuban
memiliki kemampuan untuk
mengendalikan  diri  sendiri  dan
membantu stabilitas wilayah. Oleh
karena itu, dibandingkan dengan
penertiban sporadis, pendekatan yang
berbasis kolaborasi dapat
menghasilkan tata kelola ruang yang
lebih stabil dan berkelanjutan.
Penguatan mekanisme komunikasi
formal yang tetap
mempertimbangkan dinamika sosial
di lapangan diperlukan agar praktik
politik informal yang saat ini berjalan
dapat diarahkan ke dalam kerangka
tata kelola yang lebih jelas dan adil.
Bagi penelitian selanjutnya,
diperlukan kajian yang lebih luas
dengan pendekatan komparatif di
kawasan lain untuk melihat apakah
pola konversi modal dan negosiasi
kebijakan serupa juga terjadi dalam
konteks penataan PKL di wilayah
perkotaan yang berbeda. Penelitian
lanjutan juga dapat memperdalam
dimensi ekonomi dan spasial guna

memperkaya pemahaman mengenai



relasi antara kebijakan tata ruang dan
praktik ekonomi informal dalam

konteks tata kelola perkotaan.
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